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ABSTRACT

The evaluation of the National Road Safety Plan (RUNK) for the period 2011-2035 highlighted
weaknesses in institutional functions and roles, prompting the Government to issue Presidential
Regulation (Perpres) 1 of 2022 regarding the National Road Safety Plan for the period 2021-2040. The
Ministry of Home Affairs, through the Directorate General of Regional Development, plays a key role
in traffic and transportation management. This research focuses on strengthening the role of the
Directorate General of Regional Development in implementing Perpres at the regional level,
emphasizing coordination between the central and regional governments, civil society organizations, the
transportation industry, and transportation communities to enhance traffic safety. A qualitative
descriptive research method was used to gain a deep understanding of the context, processes, and
meanings behind the Directorate General's role in policy implementation. In-depth interviews will be
conducted to collect data from various stakeholders, while participatory observation will be carried out
to directly observe policy implementation. The results of the research indicate that the Directorate
General of Regional Development at the Ministry of Home Affairs plays a vital role in improving traffic
safety in Indonesia. They have successfully strengthened coordination between the central and regional
governments, civil society organizations, the transportation industry, and transportation communities.
Through initiatives such as the Road Traffic and Transportation Safety Action Plan (RAK LLA]J) and
traffic safety management information systems, the Directorate General has helped identify and address
policy gaps and enhance human resource quality in regions.
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PENDAHULUAN

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam
Negeri merupakan salah satu bagian dari susunan organisasi di Kementerian Dalam Negeri berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Berdasarkan
Permendagri No. 137 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Dalam Negeri
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas utama menyusun dan melaksanakan
kebijakan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah memiliki kewenangan yang meliputi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan,
koordinasi, pemantauan, evaluasi, pemberian bimbingan teknis, administrasi, dan tugas lain yang
diberikan oleh Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
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Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kelancaran dan keselarasan
pembangunan daerah di seluruh Indonesia, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses
tersebut.

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu keadaan terhindarnya setiap
orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan,
dan/atau lingkungan (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang pasal 1 angka 31). Keamanan
dan keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi.Isu utama terkait
keselamatan transportasi jalan adalah masih tingginya tingkat fatalitas akibat kejadian kecelakaan, masih
relatif tingginya angka kematian serta korban luka berat akibat kecelakaan yang berdampak terhadap
kerugian ekonomi yang besar dan berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sendiri adalah suatu keadaan terhindarnya setiap
orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan,
dan/atau lingkungan (Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang pasal 1 angka 31). Keamanan
dan keselamatan merupakan salah satu prinsip dasar penyelenggaraan transportasi.Isu utama terkait
keselamatan transportasi jalan adalah masih tingginya tingkat fatalitas akibat kejadian kecelakaan, masih
relatif tingginya angka kematian serta korban luka berat akibat kecelakaan yang berdampak terhadap
kerugian ekonomi yang besar dan berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Apabila dilihat dari jenisnya, kecelakaan yang paling banyak terjadi adalah; tabrakan antar
bagian depan kendaraan (22%), tabrakan bagian depan dengan belakang kendaraan (22%), serta
kecelakaan tunggal (20%). Sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas memiliki latar belakang
pendidikan SMA/sederajat, dengan proporsi mencapai 71%. Sementara korban kecelakaan tamatan
SMP hanya 14%, tamatan SD 10%, dan lulusan kuliah 5% (Lakalantas Polri, 2022). Oleh karena itu,
upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas dan mengurangi jumlah korban harus menjadi prioritas bagi
pemerintah, masyarakat, dan semua pihak yang terlibat dalam sistem transportasi. Upaya-upaya tersebut
dapat meliputi peningkatan infrastruktur jalan, penegakan regulasi yang lebih ketat, kampanye
kesadaran publik, dan pelatihan yang lebih baik bagi pengemudi. Dengan cara ini, dapat diharapkan
bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas dapat dikurangi dan masyarakat dapat merasa lebih aman saat
berkendara. Tingginya angka kecelakaan di daerah merupakan permasalahan serius yang dihadapi
dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Untuk melaksanakan program - program RUNK LLA]J, dibutuhkan kelembagaan yang kuat
serta koordinasi yang tangguh di antara pemangku kepentingan Keselamatan LLAJ yang meliputi lintas
sektor dan lintas wilayah serta mampu berkolaborasi dengan badan usaha dan masyarakat. Ruang
lingkup koordinasi yang dibutuhkan meliputi pemangku kepentingan di tingkat Nasional, tingkat
Provinsi, maupun tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dalam penyusunan Rencana Aksi Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLA]J diatur agar pihak yang terkait bertanggung jawab untuk
berkolaborasi dan berkoordinasi dalam meningkatkan keselamatan melalui perbaikan sistem
berkeselamatan, kendaraan berkeselamatan, pengguna yang berkeselamatan, jalan berkeselamatan, dan
penanganan korban kecelakaan.

Dalam menghadapi permasalahan ini, Ditjen Bina Bangda memastikan bahwa keselamatan dan
keamanan transportasi menjadi prioritas di daerah. Sejalan dengan hal tersebut, rencana aksi
keselamatan menjadi bagian yang sangat penting dalam kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri
memiliki konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja.
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Dalam konteks keselamatan lalu lintas, kebijakan publik dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) memiliki peran krusial dalam menganalisis dan
mengatasi masalah keselamatan lalu lintas. Implementasi kebijakan ini diharapkan dapat memastikan
bahwa masalah keselamatan lalu lintas dapat ditangani secara efektif dan memberikan hasil yang positif
bagi masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penelitian ini memiliki potensi untuk memperbarui
pengetahuan dan literatur dalam bidang keselamatan lalu lintas. Dengan mempelajari peran Ditjen Bina
Bangda dalam penyelenggaraan rencana aksi keselamatan, penelitian ini dapat memberikan wawasan
baru dan mengisi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada. Hal ini akan membantu memperkaya
pemahaman kita tentang bagaimana peran Ditjen Bina Bangda dalam penerapan kebijakan dan
instrumen keselamatan dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas di daerah.

Selanjutnya selain implementation gap dan knowledge gap, peneliti juga melihat Theoretical gap
(kesenjangan teoritis): Theoretical gap terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara teori yang digunakan
dalam penelitian dengan fakta atau hasil penelitian yang didapatkan. Kesenjangan ini biasanya terjadi
ketika ada kekurangan dalam teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang diamati.
Pemerintah memiliki peran fundamental dalam mengatur, memelihara, dan mengelola tatanan sosial,
ekonomi, dan politik suatu negara. Peran ini menuntut pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi
esensial dalam memberikan perlindungan, menegakkan hukum, menyusun kebijakan, serta
menyediakan pelayanan publik yang merata bagi seluruh warga negara. Sebagai entitas yang memiliki
otoritas penuh, pemerintah menjalankan fungsi regulatif untuk menciptakan aturan-aturan yang
menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan di dalam masyarakat.

Dalam konteks kelembagaan, peran pemerintah menempati posisi sentral sebagai entitas yang
memegang kendali atas kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam suatu sistem. Kelembagaan
pemerintah mencakup berbagai badan, lembaga, dan cabang-cabang yang bertanggung jawab atas fungsi-
fungsi khusus dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pemerintah dalam konteks kelembagaan
juga memiliki fungsi utama untuk menyusun aturan main, mengatur, serta mengelola tata kelola suatu
negara. Fungsi ini dilaksanakan melalui badan-badan khusus seperti parlemen, kabinet, departemen
atau kementerian, dan badan eksekutif lainnya. Setiap lembaga ini memiliki peran spesifik dalam
pembuatan kebijakan, pengaturan kehidupan masyarakat, serta pengelolaan sumber daya negara.

Selain mengatur dan memastikan keberlangsungan sistem, pemerintah juga bertugas untuk
memberikan pelayanan publik. Ini mencakup segala aspek, mulai dari layanan kesehatan dan
pendidikan hingga infrastruktur dan transportasi yang merata. Melalui lembaga-lembaga khusus seperti
kementerian kesehatan, pendidikan, dan public works, pemerintah berperan dalam penyediaan dan
pengelolaan layanan-layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam struktur kelembagaan, pemerintah juga berperan dalam menjaga keseimbangan dan
memastikan koordinasi antara cabangcabang pemerintah. Fungsi pengawasan dan pembatasan
kekuasaan yang berlebihan juga merupakan bagian integral dari peran kelembagaan pemerintah. Ini
dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga agar setiap cabang pemerintah
dapat bekerja secara efektif dan seimbang.

Pemerintah sebagai lembaga juga memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan partisipasi
publik dalam proses pengambilan keputusan. Ini mencakup adanya transparansi, akuntabilitas, dan
responsivitas terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam konteks kelembagaan, peran
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pemerintah melampaui hanya sekadar menjalankan kekuasaan, tetapi juga berperan dalam memastikan
bahwa sistem pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.Peran
pemerintah dapat dibagi menjadi dua aspek yang berbeda namun saling terkait: peran normatif dan
peran inisiatif:1) Peran Normatif Pemerintah: Peran normatif pemerintah berkaitan dengan fungsi
untuk menetapkan dan menjalankan aturan serta standar yang mengatur perilaku dan interaksi dalam
masyarakat. Pemerintah berperan dalam menegakkan hukum, membuat peraturan, dan menjalankan
regulasi yang mengikat bagi semua warga negara. Hal ini melibatkan pembuatan kebijakan, penetapan
undang-undang, serta peraturan-peraturan yang memastikan keadilan, keamanan, dan kepastian hukum
dalam suatu negara. Pada tingkat normatif, pemerintah berfungsi sebagai penegak aturan yang
menetapkan standar moral, etika, dan nilai-nilai yang dianggap penting dalam masyarakat; 2) Peran
Inisiatif Pemerintah: Di sisi lain, peran inisiatif pemerintah mengacu pada kemampuan dan tanggung
jawab pemerintah dalam memulai, mendorong, dan mengelola berbagai program, kebijakan, dan
proyek untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup beragam bidang, mulai dari
ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan hidup. Pemerintah memiliki peran utama dalam
memulai langkah-langkah strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga negara. Melalui
inisiatif ini, pemerintah dapat merumuskan rencana pembangunan, mengelola sumber daya, dan
memfasilitasi inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kesetaraan akses, serta kesejahteraan
sosial.

Kedua peran ini saling melengkapi, peran normatif menentukan kerangka kerja dan standar
bagi perilaku masyarakat, sementara peran inisiatif memungkinkan pemerintah untuk mengambil
tindakan yang proaktif dan produktif dalam mendorong pembangunan dan kemajuan. Kesinambungan
antara kedua peran ini penting dalam menjaga keseimbangan dalam kebijakan dan tindakan
pemerintah, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai keadilan, keamanan, dan kesejahteraan bagi
masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Daerah, peran Ditjen Bina Bangda tergolong dalam peran inisiatif pemerintah.
Ditjen Bina Bangda, yang merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri, memiliki peran yang
proaktif dalam menginisiasi, mengembangkan, dan mendukung implementasi program-program
keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat daerah.

Peran inisiatif Ditjen Bina Bangda terlihat dalam upayanya untuk merumuskan kebijakan,
memberikan arahan teknis, serta memfasilitasi kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah terkait
dengan keselamatan lalu lintas. Ditjen Bina Bangda memegang peran penting dalam menyusun
pedoman, menyediakan bimbingan, dan mengkoordinasikan upaya-upaya di tingkat daerah guna
memperbaiki sistem transportasi serta meningkatkan keselamatan para pengguna jalan.

Lebih jauh lagi, Ditjen Bina Bangda berperan sebagai fasilitator dalam pengembangan kapasitas
dan peningkatan kompetensi para pejabat daerah dalam hal keselamatan lalu lintas. Mereka juga terlibat
dalam menyusun rencana aksi, mengoordinasikan program-program pelatihan, serta mendukung
implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat lokal.

Peran inisiatif Ditjen Bina Bangda dalam konteks ini menunjukkan tanggung jawabnya dalam
mengawal, mendorong, dan menginisiasi upaya-upaya konkret untuk meningkatkan kesadaran,
keamanan, dan perbaikan infrastruktur lalu lintas di tingkat daerah. Dengan demikian, Ditjen Bina
Bangda memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah
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serta mendorong langkah-langkah yang mendukung terciptanya sistem transportasi yang lebih aman
dan efisien di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan
berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang
dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan
penelitian kualitatif digunakan untuk memahami peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Rencana
Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah. Pendekatan kualitatif
digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang
konteks, proses, dan makna di balik peran Direktorat Jenderal dalam implementasi kebijakan tersebut.
Metode wawancara mendalam akan digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai pemangku
kepentingan terkait, sedangkan observasi partisipatif akan dilakukan untuk mengamati langsung
pelaksanaan kebijakan.

Penelitian ini akan menggali isu-isu terkait peran dirjen bangda dalam implementasi kebijakan
keselamatan lalu lintas di daerah, dengan fokus pada peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah. Isu-disu yang dikaji meliputi kesenjangan antara kebijakan yang telah dibuat dan
implementasinya di lapangan, kurangnya perhatian terhadap keselamatan di daerah, minimnya
pemahaman tentang safety plan dan kajian tentang keselamatan LLA], serta kurangnya alokasi anggaran
bidang perhubungan di daerah. Dalam konteks ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi
permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kebijakan keselamatan lalu lintas di daerah dan untuk
memahami peran Direktorat Jenderal dalam mengatasi masalah tersebut.

Dengan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif tentang peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah dalam pelaksanaan kebijakan keselamatan lalu lintas di daerah. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi yang berguna bagi pihak terkait dalam memperkuat
peran Direktorat Jenderal dan meningkatkan implementasi kebijakan tersebut, sehingga dapat
mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.

PEMBAHASAN

Ditjen Bina Bangda memainkan peran krusial dalam memastikan keselarasan antara kebijakan
pemerintah pusat dan daerah dalam konteks perencanaan pembangunan. Melalui integrasi program-
program pembangunan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Ditjen Bina Bangda
memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan yang komprehensif dan terpadu, mencakup sektor
perhubungan sebagai salah satu prioritas utama. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan
Pembangunan yang diadakan secara rutin setiap tahun merupakan forum penting untuk menyelaraskan
indikator-indikator pelayanan antara pemerintah pusat dan daerah, serta untuk memastikan alokasi
anggaran yang adekuat dari pemerintah daerah terhadap program-program keselamatan lalu lintas.
Inisiatif ini kritikal untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan responsif terhadap
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kebutuhan masyarakat. Peran Ditjen Bina Bangda dalam mendukung peraturan dan pelaksanaan
kebijakan di tingkat daerah untuk mencapai tujuan keselamatan lalu lintas.

Pertama, cabang dengan label "Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022" (warna merah muda)
menekankan pentingnya penyelenggaraan peraturan di tingkat daerah. Cabang ini menunjukkan bahwa
Ditjen Bina Bangda memiliki peran dalam meningkatkan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan
melalui regulasi yang mengikat. Selain itu, ini menunjukkan bahwa regulasi menjadi dasar bagi upaya
keselamatan yang efektif.

Kedua, cabang "Peran utama Ditjen Bina Bangda" (warna biru) menyoroti koordinasi dan
evaluasi sebagai peran inti Ditjen Bina Bangda. Ditjen Bina Bangda berperan dalam melakukan
koordinasi dan evaluasi terhadap peraturan dan kebijakan keselamatan di tingkat daerah. Cabang ini
juga mencakup pemberian bimbingan teknis serta pendampingan dalam implementasi kebijakan.

Ketiga, cabang "Peran dalam Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" (warna
hijau) menegaskan peran Ditjen Bina Bangda dalam mengkoordinasikan program keselamatan di
tingkat daerah dan menyusun strategi untuk keselamatan lalu lintas. Cabang ini juga menekankan
pentingnya menyelaraskan rencana aksi keselamatan di tingkat daerah dengan regulasi nasional.

Terakhir, cabang "Sinergi dengan pemerintah daerah" (warna jingga) dan "Evaluasi dan
penyesuaian kebijakan" (warna kuning) menunjukkan pentingnya kerja sama antara Ditjen Bina Bangda
dan pemerintah daerah. Sinergi antara kedua pihak ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan
untuk mendukung program keselamatan transportasi. Selain itu, evaluasi dan penyesuaian kebijakan
memungkinkan Ditjen Bina Bangda mengidentifikasi dan mengatasi masalah, serta memastikan bahwa
kebijakan yang diterapkan di tingkat daerah berjalan sesuai dengan tujuan keselamatan lalu lintas.

a. Identifikasi Peran Inisiatif

Peran inisiatif dalam pengembangan dan implementasi kebijakan publik, termasuk dalam
konteks Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) terhadap Peraturan
Presiden Nomor 1 Tahun 2022, adalah kunci untuk mendorong inovasi dan efisiensi dalam pelayanan
publik. Inisiatif ini mewakili langkah proaktif dalam mengidentifikasi masalah, mencari solusi yang
kreatif, dan mengimplementasikan strategi untuk mengatasi tantangan pembangunan daerah dan
keselamatan lalu lintas. Dengan mengambil inisiatif, Ditjen Bina Bangda dapat memperkuat kapasitas
pemerintah daerah dalam mengintegrasikan aspek keselamatan lalu lintas ke dalam perencanaan
pembangunan, sekaligus memastikan bahwa implementasi kebijakan tersebut dapat berlangsung secara
efektif dan efisien, menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dari perspektif Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Dirjen Bina Bangda), peran
inisiatif yang diambil oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas menjadi
aspek kritis dalam mencapai tujuan keselamatan lalu lintas nasional. Pengembangan aplikasi mobile
untuk pelaporan kecelakaan merupakan contoh inovasi teknologi yang memungkinkan masyarakat
untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya peningkatan keselamatan lalu lintas. Inisiatif seperti ini
tidak hanya mempermudah proses pelaporan tetapi juga membantu pihak berwenang dalam
mengumpulkan data yang akurat dan realtime, yang sangat penting untuk analisis dan perbaikan
kebijakan keselamatan lalu lintas.

Program edukasi masyarakat tentang keselamatan berkendara juga merupakan langkah penting
dalam mengubah perilaku pengguna jalan. Dengan menyediakan informasi yang relevan dan mudah
diakses, pemerintah daerah dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kepatuhan
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terhadap aturan lalu lintas dan praktik berkendara yang aman. Edukasi yang efektif dapat mengurangi
angka kecelakaan dan menyelamatkan nyawa, menunjukkan peran vital pemerintah daerah dalam
mempromosikan keselamatan lalu lintas dari tingkat akar rumput.

Selain itu, pembangunan infrastruktur lalu lintas yang lebih aman, seperti peningkatan
pencahayaan jalan, pembuatan jalur pejalan kaki, dan pemasangan ramburambu keselamatan,
menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi semua
pengguna jalan. Inisiatif ini tidak hanya mengurangi potensi kecelakaan tetapi juga meningkatkan
kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan aksesibilitas yang lebih baik dan lingkungan yang
nyaman untuk beraktivitas.

Dari pandangan Dirjen Bina Bangda, kreativitas dan komitmen pemerintah daerah dalam
mengimplementasikan inisiatif-inisiatif tersebut mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang
tantangan unik yang dihadapi oleh masyarakat mereka. Ini juga menunjukkan pentingnya kolaborasi
antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan solusi yang komprehensif dan
berkelanjutan untuk masalah keselamatan lalu lintas.

Dari perspektif seorang staf di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda),
kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas
melalui pengembangan aplikasi keselamatan lalu lintas, program edukasi masyarakat, dan peningkatan
infrastruktur menunjukkan langkah-langkah progresif yang signifikan. Inisiatif seperti pengembangan
aplikasi keselamatan lalu lintas tidak hanya memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya-upaya
keselamatan tetapi juga memudahkan pengumpulan data dan feedback yang dapat digunakan untuk
perbaikan berkelanjutan. Sebagai staf Bina Bangda, saya mengakui bahwa teknologi memainkan peran
kunci dalam menciptakan sistem lalu lintas yang responsif dan interaktif.

Program edukasi masyarakat tentang keselamatan berkendara merupakan fondasi yang kuat
untuk membangun kesadaran dan mengubah perilaku berkendara di kalangan masyarakat. Dari sudut
pandang staf Bina Bangda, upaya ini esensial untuk memastikan bahwa informasi penting tentang
keselamatan lalu lintas menjangkau berbagai segmen masyarakat secara efektif. Kami berupaya untuk
mendukung pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program-program edukatif yang inovatif
dan menarik, yang dapat meresonansi dengan masyarakat luas, termasuk kelompok usia yang beragam.

Peningkatan infrastruktur lalu lintas merupakan aspek lain yang kami dukung secara intensif.
Sebagai bagian dari tim Bina Bangda, saya menyadari pentingnya memiliki infrastruktur yang aman dan
sesuai standar untuk mengurangi risiko kecelakaan. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah
untuk mengidentifikasi area blackspot yang rawan kecelakaan, yang memerlukan perhatian dan
peningkatan yaitu area penerangan jalan yang lebih baik, pembangunan trotoar dan jalur sepeda, serta
pemasangan rambu-rambu keselamatan yang memadai. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan
keselamatan pengguna jalan tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan
yang lebih kondusif untuk mobilitas yang berkelanjutan.

Harmonisasi regulasi antara Pemerintah Pusat dan beberapa provinsi yang sudah difasilitasi
Ditjen Bangda dalam penyusunan Rencana Aksi Keselamatan LLAJ, dimana salah satunya adalah
Pemerintah Provinsi Aceh, seperti yang disoroti oleh Ibu Ratih, menciptakan dasar yang kokoh untuk
pelaksanaan kebijakan keselamatan lalu lintas. Namun, mencapai kesuksesan dalam implementasi
kebijakan tidak hanya bergantung pada kesesuaian aturan. Kritik konstruktif menunjukkan bahwa
tantangan sebenarnya sering muncul dalam aplikasi praktis dari kebijakan tersebut, dimana kapasitas
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institusi lokal, ketersediaan sumber daya, dan tingkat kepatuhan masyarakat berperan dalam
menentukan efektivitas kebijakan.

Koordinasi antar-stakeholder, meskipun diakui sebagai elemen penting oleh Ibu Ratih,
membawa kompleksitasnya sendiri. Proses membangun kerjasama efektif antara berbagai pihak dengan
kepentingan yang beragam memerlukan keterampilan negosiasi dan kemampuan untuk mencapai
kompromi. Ini menunjukkan bahwa jembatan yang menghubungkan kebijakan dengan
implementasinya melibatkan lebih dari sekadar keputusan administratif; ia membutuhkan dialog yang
berkelanjutan dan kemampuan untuk merespons dinamika sosial-politik yang berubah.

Meskipun regulasi mungkin telah selaras, dukungan infrastruktur dan pelatihan sumber daya
manusia yang memadai merupakan faktor kunci lain yang menentukan kesuksesan implementasi
kebijakan keselamatan lalu lintas. Hal ini menekankan perlunya investasi berkelanjutan dalam edukasi
masyarakat, pelatihan penegak hukum, dan pembangunan infrastruktur lalu lintas yang aman.
Tantangan yang dihadapi di sini meliputi pengalokasian sumber daya yang strategis dan pemanfaatan
teknologi serta data untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Selanjutnya, dinamika politik lokal dan nasional dapat mempengaruhi prioritas dan distribusi
sumber daya untuk keselamatan lalu lintas. Ini menunjukkan bahwa upaya keselamatan lalu lintas
memerlukan lebih dari sekadar keselarasan regulasi; ia membutuhkan advokasi dan komunikasi yang
efektif untuk menjaga keselamatan lalu lintas sebagai prioritas utama. Dalam hal ini, kejelasan
komunikasi dan kemampuan untuk menavigasi perbedaan politik menjadi sangat penting.

Terakhir, menegaskan pentingnya sistem pemantauan dan evaluasi dalam menjamin efektivitas
dan keberlanjutan implementasi kebijakan. Dengan secara teratur menilai dampak kebijakan yang
diterapkan dan mengintegrasikan pembelajaran dari proses evaluasi ke dalam siklus perencanaan
selanjutnya, pemerintah dapat secara proaktif mengatasi kelemahan dan menyesuaikan strategi untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efektif. Ini menunjukkan pendekatan yang berkelanjutan
dan adaptif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas, yang mempertimbangkan perkembangan
terbaru dan feedback dari masyarakat.

b. Pandangan tentang Peran Inisiatif Ditjen Bina Bangda

Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) memegang peran kritis
dalam menginisiasi dan memfasilitasi implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah yang
sinergis dengan tujuan nasional, termasuk dalam konteks keselamatan lalu lintas. Melalui inisiatifnya,
Ditjen Bina Bangda bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam merancang,
melaksanakan, dan mengawasi kebijakan keselamatan lalu lintas yang efektif, memastikan bahwa upaya-
upaya ini selaras dengan kebijakan keselamatan lalu lintas nasional. Dengan mendorong
pengintegrasian pendidikan keselamatan lalu lintas dalam kurikulum sekolah dan universitas, serta
mendukung pembangunan infrastruktur yang lebih aman, Ditjen Bina Bangda berperan penting dalam
menciptakan ekosistem lalu lintas yang aman dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pandangan Direktur Bina Bangda, ada pengakuan yang jelas terhadap pentingnya peran
serta pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan keselamatan lalu lintas. Inovasi dan inisiatif lokal
dilihat sebagai kunci utama dalam menghadapi kondisi unik yang beragam di setiap wilayah.
Pendekatan ini menunjukkan pemahaman bahwa tidak ada solusi tunggal yang dapat diterapkan secara
universal; sebaliknya, solusi yang efektif sering kali memerlukan adaptasi dan kreativitas yang bersumber
dari pemahaman mendalam tentang konteks lokal.
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Ditjen Bina Bangda, melalui pendekatannya, menekankan pentingnya dukungan dan
kolaborasi dengan pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa pemerintah pusat
memiliki peran penting dalam memberikan bantuan, baik berupa sumber daya, pelatihan, maupun
bimbingan teknis, untuk memastikan bahwa inisiatif lokal dapat direalisasikan dengan efektif.
Pendekatan ini juga menyoroti nilai dari kerja sama yang erat antara berbagai tingkatan pemerintahan
untuk mencapai tujuan bersama.

Mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menerapkan solusi kreatif untuk
meningkatkan keselamatan lalu lintas menunjukkan pendekatan yang proaktif dan adaptif. Hal ini tidak
hanya tentang menghadapi tantangan yang ada tetapi juga tentang merespons secara dinamis terhadap
perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, Ditjen Bina Bangda berfungsi
sebagai katalisator yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengeksplorasi dan menerapkan
pendekatan baru yang bisa lebih efektif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Selain itu, perspektif ini juga menandai pengakuan terhadap pentingnya memberdayakan
pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Melalui pemberian kebebasan
untuk berinovasi, Ditjen Bina Bangda secara efektif mengakui bahwa pemerintah daerah adalah pihak
yang paling mengerti kebutuhan dan tantangan spesifik yang mereka hadapi. Dengan demikian,
memberikan mereka keleluasaan untuk menyesuaikan solusi merupakan langkah penting dalam
mencapai efektivitas yang maksimal.

Pandangan Direktur Bina Bangda mencerminkan komitmen terhadap pendekatan kolaboratif
dan inklusif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas. Melalui dukungan terhadap inovasi dan
inisiatif lokal, Ditjen Bina Bangda tidak hanya berupaya untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas
tetapi juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatasi masalah mereka
sendiri. Pendekatan ini menciptakan dasar bagi sebuah sistem keselamatan lalu lintas yang lebih
responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Roni, staf Ditjen Bina Bangda yang menyatakan bahwa
strategi dalam mendukung inisiatif lokal untuk keselamatan lalu lintas memperlihatkan sebuah
pendekatan yang mendalam dan terstruktur terhadap peningkatan keamanan di jalan. Dengan
mengakui bahwa solusi inovatif dan kebijakan yang disesuaikan secara lokal memiliki peran penting,
ini mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan implementasi kebijakan seringkali tergantung pada
seberapa baik solusi tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan unik di setiap daerah.
Pendekatan ini tidak hanya memperkuat keseluruhan sistem keselamatan lalu lintas tetapi juga
menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor kunci dalam proses peningkatan keselamatan.

Pendukungan terhadap inisiatif lokal juga menandakan pengalihan dari model top-down
menjadi kerja sama yang lebih kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah. Ini menunjukkan
pengakuan atas pentingnya kepemimpinan lokal dan pengetahuan dalam merancang dan melaksanakan
strategi keselamatan lalu lintas yang efektif. Model kolaboratif ini memungkinkan untuk adaptasi
strategi yang lebih cepat dan responsif terhadap perubahan kondisi atau munculnya tantangan baru di
tingkat daerah, sehingga meningkatkan agilitas dan relevansi kebijakan keselamatan lalu lintas.

Selain itu, mendorong inovasi lokal dalam keselamatan lalu lintas menciptakan peluang untuk
pembelajaran dan difusi praktek terbaik antar daerah. Dengan demikian, ini tidak hanya memperkuat
kapasitas individu daerah tetapi juga meningkatkan kualitas sistem keselamatan lalu lintas nasional
secara keseluruhan. Dalam konteks ini, Ditjen Bina Bangda berperan sebagai facilitator dan
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penghubung yang mempromosikan pertukaran pengetahuan dan pengalaman, memperkuat jaringan
antar daerah, dan pada akhirnya, mempercepat peningkatan keselamatan di jalan raya di seluruh
Indonesia.

Dalam konteks penyelenggaraan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (RUNK LLA]J), pandangan Kepala subdivisi menggarisbawahi peran Direktorat Jenderal
Bina Pembangunan Daerah (Bangda) sebagai entitas yang bertanggung jawab menyelaraskan
perencanaan pembangunan daerah dengan rencana strategis nasional. Peran ini menjadi kunci dalam
memastikan bahwa prioritas pembangunan daerah sesuai dengan arah dan tujuan strategis nasional,
khususnya dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Bangda memiliki tugas untuk meningkatkan transparansi dalam perencanaan pembangunan
daerah. Transparansi ini mencakup keterbukaan informasi dan partisipasi publik dalam proses
perencanaan. Dengan meningkatkan transparansi, Bangda berupaya membangun kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah daerah, serta memastikan akuntabilitas dalam penyusunan dan
implementasi kebijakan yang berfokus pada keselamatan lalu lintas.

Peran Bangda juga mencakup aspek regulasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah. Regulasi yang efektif dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan
daerah sangat penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan konsistensi
dalam pelaksanaan program keselamatan lalu lintas. Bangda bertugas untuk memastikan bahwa
peraturan dan pedoman yang ada dipatuhi oleh pemerintah daerah, serta untuk mendorong kolaborasi
antara berbagai pemangku kepentingan.

Selain itu, Bangda bertanggung jawab untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam
perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Hal ini melibatkan pelatihan, pendampingan,
dan penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi pemerintah daerah.
Dengan kapasitas yang lebih baik, pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan perannya dengan
lebih efektif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Konsistensi dokumen perencanaan pemerintah daerah, termasuk dokumen Rencana Aksi
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ), menjadi perhatian utama Bangda. Peran
Bangda adalah memastikan bahwa dokumen perencanaan ini sejalan dengan regulasi dan Norma,
Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku. Konsistensi ini penting untuk menjaga integritas
perencanaan dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan kerangka hukum dan
kebijakan nasional.

Namun, Bangda juga menghadapi tantangan dan gap dalam menjalankan perannya. Salah satu
tantangan utama adalah pembinaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
daerah. Gap ini dapat muncul karena perbedaan kapasitas, sumber daya, atau pemahaman antara
pemerintah pusat dan daerah. Untuk mengatasi tantangan ini, Bangda perlu menerapkan pendekatan
yang fleksibel dan adaptif, memberikan dukungan teknis, dan mendorong partisipasi aktif pemerintah
daerah dalam program keselamatan lalu lintas.

Solusi yang dilakukan Bangda untuk mengatasi tantangan ini termasuk peningkatan
komunikasi dan koordinasi, penyediaan sumber daya yang memadai, serta pengembangan kapasitas
pemerintah daerah. Bangda juga perlu mengadopsi pendekatan berbasis bukti dalam pembinaan dan
memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan memiliki dasar yang kuat dan dapat diukur.
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Dengan solusi ini, Bangda diharapkan dapat mengurangi gap dan tantangan yang dihadapi, serta
mencapai tujuan strategis nasional dalam peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Muhammadi Lutfi, sebagai staff ahli kebijakan publik, menggarisbawahi pentingnya fasilitasi
penyusunan Dokumen Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLA])
Provinsi, yang merupakan amanat dari Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (RUNK LLAJ). Respons positif dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat
Provinsi, khususnya dalam memberikan dukungan data, mencerminkan komitmen dan kerjasama
antarlembaga yang baik dalam mencapai tujuan keselamatan lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa
kolaborasi antarinstansi dan pengintegrasian data yang akurat adalah kunci dalam merumuskan rencana
aksi yang efektif dan terukur.

Pendekatan yang diambil oleh Lutfi menyoroti pentingnya kepemimpinan dan inisiatif dalam
mendorong penyusunan dan implementasi RAK LLAJ di tingkat provinsi. Fokus pada pengumpulan
dan analisis data sebagai dasar penyusunan dokumen ini menegaskan pada pentingnya membuat
kebijakan yang berbasis bukti. Ini merupakan langkah strategis dalam merencanakan intervensi
keselamatan lalu lintas yang tidak hanya komprehensif tetapi juga spesifik sesuai dengan kondisi dan
kebutuhan setiap provinsi. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan identifikasi masalah spesifik
dan penargetan sumber daya secara lebih efisien.

Kesuksesan inisiatif seperti yang digambarkan oleh Lutfi tergantung pada kerjasama yang erat
antara berbagai tingkatan pemerintah dan lembaga terkait, serta kemampuan mereka untuk berbagi dan
menganalisis data secara efektif. Pengalaman ini juga menggarisbawahi perlunya mekanisme pendukung
yang kuat dari pemerintah pusat, seperti Ditjen Bina Bangda, dalam memberikan arahan teknis,
fasilitasi, dan monitoring yang berkelanjutan. Inisiatif ini menandai langkah penting menuju sistem
keselamatan lalu lintas yang lebih integratif dan responsif terhadap tantangan keselamatan lalu lintas di
Indonesia.

Nanang Suroso, seorang tenaga ahli transportasi, menekankan peranan penting pendampingan
dalam upaya sinkronisasi urusan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (KLLAJ) antara
pemerintah pusat dan daerah. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan keselamatan lalu lintas tidak hanya bergantung pada kebijakan yang
dirumuskan di tingkat nasional, tetapi juga pada penerapannya di tingkat lokal. Suroso mengidentifikasi
bahwa pendampingan ini bisa memfokuskan perhatian pemerintah daerah (pemda) terhadap
pentingnya mengawal regulasi dan implementasinya dengan lebih efektif.

Keterlibatan aktif tenaga ahli seperti Suroso dalam proses sinkronisasi ini membantu
memastikan bahwa pemda tidak hanya memahami regulasi yang ada tetapi juga memiliki kapasitas
untuk menerapkannya sesuai dengan kondisi lokal. Pendampingan ini juga membantu membangun
kapasitas pemda dalam hal pengawasan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan
KLLAJ, yang semuanya krusial dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas.

Dampak dari pendampingan tersebut berpotensi besar dalam meningkatkan keselamatan lalu
lintas di Indonesia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi dan dukungan dalam
implementasinya, pemda dapat lebih efektif dalam merancang dan melaksanakan program keselamatan
lalu lintas yang sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah mereka. Kerja sama dan koordinasi yang lebih
baik antara pusat dan daerah, yang difasilitasi oleh peran inisiatif dari tenaga ahli seperti Suroso,
menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan keselamatan lalu lintas nasional.
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Kartika Dwi Palupi, sebagai staff ahli transportasi, menyoroti dinamika respons daerah terhadap
fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) yang
mereka lakukan. Pendapatannya mengenai variasi respons daerah dari yang positif, pesimis, hingga
apatis terhadap efek dari regulasi menunjukkan kompleksitas tantangan dalam mengimplementasikan
kebijakan keselamatan lalu lintas di tingkat lokal. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya
memahami konteks sosial-politik setiap daerah dalam merancang dan menerapkan kebijakan publik.

Diversifikasi reaksi tersebut mencerminkan bagaimana persepsi dan prioritas lokal dapat
mempengaruhi penerimaan dan implementasi kebijakan keselamatan lalu lintas. Bagi daerah yang
merespon positif, kegiatan fasilitasi penyusunan RAK LLAJ dapat dilihat sebagai peluang untuk
meningkatkan keselamatan publik dan memperkuat tata kelola. Sementara itu, sikap pesimis atau apatis
mungkin berasal dari keraguan terhadap efektivitas regulasi, keterbatasan sumber daya, atau kelelahan
regulasi yang dirasakan oleh pemangku kepentingan lokal.

Analisis situasi ini menggarisbawahi pentingnya strategi komunikasi dan pendekatan yang
disesuaikan untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen daerah terhadap kebijakan keselamatan
lalu lintas. Kartika Dwi Palupi dan timnya perlu mengembangkan mekanisme pendukung dan insentif
untuk memotivasi daerah yang pesimis atau tidak peduli, serta memperkuat kerjasama dengan daerah
yang sudah merespon positif. Upaya ini dapat mencakup penyediaan sumber daya, pelatihan, dan
pembagian praktik terbaik untuk mengatasi hambatan dan memperkuat kapasitas daerah dalam
mengimplementasikan RAK LLA]J secara efektif.

Antonio Araujo Fernandes dari Provinsi NTT menyoroti peran vital Ditjen Bina Bangda dalam
memberikan dukungan teknis dan panduan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen dan
rencana aksi keselamatan lalu lintas. Ini menandai langkah penting dalam mengintegrasikan upaya
keselamatan lalu lintas secara nasional dengan kebutuhan dan tantangan spesifik yang dihadapi oleh
daerah. Namun, analisis ini mengundang pertanyaan kritis mengenai sejauh mana panduan dan
dukungan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan unik setiap daerah, terutama di wilayah dengan
tantangan geografis dan infrastruktural yang signifikan seperti NTT serta perilaku masyarakat yang sulit
untuk dirubah.

Dukungan Ditjen Bina Bangda dalam penyusunan dokumen keselamatan lalu lintas jalan
memberikan kerangka kerja bagi pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan strategi
keselamatan. Namun, kritik yang dapat muncul adalah apakah pendekatan "satu ukuran untuk semua"
cukup efektif dalam menangani keanekaragaman kondisi di berbagai daerah. Keunikan NTT, misalnya,
mungkin memerlukan strategi yang lebih disesuaikan, yang mengakomodir kondisi lokal seperti
topografi yang berbukit dan infrastruktur yang belum merata.

Lebih lanjut, mendorong pemerintah daerah untuk menyusun rencana aksi keselamatan sendiri
adalah inisiatif yang positif, namun tantangannya adalah dalam penerapan dan pemantauan efektivitas
rencana tersebut. Apakah ada mekanisme feedback dan evaluasi yang memadai untuk menjamin bahwa
rencana aksi tersebut tidak hanya disusun tetapi juga diterapkan dengan cara yang menghasilkan
peningkatan nyata dalam keselamatan lalu lintas! Kritik ini mengarah pada pentingnya Ditjen Bina
Bangda tidak hanya sebagai fasilitator dalam penyusunan dokumen tetapi juga sebagai mitra aktif dalam
implementasi dan evaluasi.

Meskipun dukungan Ditjen Bina Bangda sangat diperlukan, kemandirian dan inisiatif lokal
menjadi faktor penting dalam keberhasilan jangka panjang upaya keselamatan lalu lintas. Keterlibatan
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masyarakat lokal, pemahaman mendalam tentang perilaku pengguna jalan, dan adaptasi strategi
berdasarkan feedback lokal adalah aspek-aspek yang dapat meningkatkan efektivitas rencana aksi
keselamatan. Oleh karena itu, kolaborasi erat antara Ditjen Bina Bangda dengan pemerintah daerah
harus diperkuat dengan pertukaran pengetahuan yang berkelanjutan dan pemberdayaan daerah untuk
mengambil tindakan inovatif sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: a)
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bina Bangda) Kementerian Dalam Negeri telah
memainkan peran kunci dalam penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga
swadaya masyarakat, industri transportasi, dan komunitas masyarakat transportasi di daerah untuk
meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Melalui penguatan peran ini, Ditjen Bina
Bangda telah membantu dalam mengidentifikasi dan menutup kesenjangan  dalam
mengimplementasikan kebijakan, meningkatkan kerjasama antarlembaga, peningkatan kualitas SDM
dan pembagian pengetahuan dan praktik terbaik antara pemerintah daerah. Penguatan peran Ditjen
Bina Bangda juga mencakup inisiasi terhadap pelaksanaan program Rencana Aksi Keselamatan
Lalulintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) yang merupakan amanat Perpres No 1 Tahun 2022 tentang
RUNK dan didukung oleh sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas yang bertujuan untuk
menyesuaikan implementasi kebijakan keselamatan lalu lintas dengan konteks dan kebutuhan spesifik
daerah; b) Strategi yang diadopsi oleh Ditjen Bina Bangda dalam mendorong pelaksanaan yang lebih
efektif dari Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mencakup beberapa elemen kunci. Pertama,
meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara semua tingkatan pemerintahan dan stakeholders
melalui mekanisme koordinasi yang terstruktur. Kedua, pemberdayaan pemerintah daerah melalui
transfer pengetahuan, pembangunan kapasitas, dan dukungan teknis untuk memperkuat implementasi
kebijakan dan program keselamatan lalu lintas secara lokal. Ketiga, mendorong inovasi dan adaptasi
kebijakan melalui pendekatan berbasis bukti, dimana data dan analisis digunakan untuk menyesuaikan
dan menyempurnakan kebijakan dan praktik sesuai dengan dinamika dan tantangan lokal. Keempat,
meningkatkan partisipasi publik dan pengawasan masyarakat dalam upaya keselamatan lalu lintas untuk
memastikan bahwa kebijakan dan program keselamatan lalu lintas mencerminkan kebutuhan dan
prioritas masyarakat.

Secara umum, Ditjen Bina Bangda telah memainkan peran vital dalam memperkuat koordinasi
dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi RUNK LLA]J, dengan strategi
yang berfokus pada pemberdayaan pemerintah daerah, pendekatan berbasis bukti, dan peningkatan
partisipasi publik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem keselamatan lalu lintas yang lebih aman,
responsif, dan inklusif di seluruh Indonesia.
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